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PERATURAN  DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG

 PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS-DINAS DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2007 perlu disesuaikan;
b. bahwa penyesuaian organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang diarahkan pada efisiensi, efektifitas dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima. 

Mengingat   
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor    Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor     ).
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan 

WALIKOTA BIMA 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH KOTA BIMA. 

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Bima.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 

6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Perangkat daerah adalah perangkat daerah kota bima yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.

12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kota Bima.

13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana dalam melaksanakan tugas yang bersifat khusus sesuai dengan keahliannya. 
BAB II

PEMBENTUKAN 

Pasal  2

Membentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;  

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

g. Dinas Pekerjaan Umum;

h. Dinas Tata Kota dan Perumahan; 

i. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;

j. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;

l. Dinas Kelautan dan Perikanan;

m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

n. Dinas Pendapatan Daerah.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
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Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar, terdiri dari:

a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan;

b) Seksi Kurikulum, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari: 

a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan;

b) Seksi Kurikulum, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

3. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:

a) Seksi Pendidikan Masyarakat; 

b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;

4. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:

a) Seksi Pembinaan Kepemudaan; 

b) Seksi Pembinaan Keolahragaan. 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 4
(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kesehatan.

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

a) Seksi Gizi.
b) Seksi Kesehatan Ibu, Anak, Usila, Reproduksi Remaja dan KB.

2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

a) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;

b) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;

c) Seksi Sertifikasi Perizinan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

3. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:

a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;

b) Seksi Pemberantasan Penyakit;

c) Seksi Penyehatan Lingkungan.

4. Bidang Promosi Kesehatan, Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi Promosi Kesehatan;

b) Seksi Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat. 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:

a.
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

b.
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, tediri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1.
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

a)
Seksi Bimbingan Sosial, Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan;

b)
Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

2.
Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial,  terdiri dari:

a)
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;

b)
Seksi Organisasi dan Bantuan Sosial.

3.
Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

a) 
Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b) 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.


4. Bidang Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

a) 
Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

b) 
Seksi Transmigrasi.  

d.
Unit Pelaksana Teknis Dinas

e.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 6
(1)
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a. 
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

b. 
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat  terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. 
Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. 
Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:

a) 
Seksi Perencanaan dan Perizinan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b) 
Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c)
Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. 
Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:

a) 
Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan;

b) 
Seksi Penunjang dan Fasilitas.

3. 
Bidang Rekayasa Lalu Lintas, terdiri dari:

a) 
Seksi Terminal dan Parkir;

b) 
Seksi Pengujian Kendaraan.

4.
Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

a) 
Seksi Penyiaran dan Kelembagaan Komunikasi;

b)
Seksi Kemitraan Media;

c)
Seksi Informatika. 


d. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas.


e.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 7
(1)
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  terdiri dari:

a.
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b.
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat  terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1.
Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 

a)
Seksi Identifikasi Penduduk;

b)
Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

c)
Seksi Mutasi dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

2.
Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari: 

a)
Seksi Perkawinan dan Perceraian; 

b)
Seksi Kelahiran dan Kematian; 

c)
Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan,  Pengakuan dan Pengesahan Anak.

3.
Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, terdiri dari: 

a)
Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

b)
Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Informasi Kependudukan;

c)
Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Aparatur.

4.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kependudukan, terdiri dari: 

a)
Seksi Mobilisasi dan Penataan Persebaran Kependudukan;

b)
Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Kependudukan.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

a.
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

b.
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat  terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1.
Bidang Kebudayaan, terdiri dari: 

a)
Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan;

b)
Seksi Pembinaan Nilai Budaya dan Kesenian.

2. 
Bidang Usaha dan Penyuluhan Pariwisata, terdiri dari: 

a)
Seksi Usaha Jasa Pariwisata;

b)
Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan.

3.
Bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Pariwisata, terdiri dari:

a)
Seksi ODTW, Standar Mutu dan Atraksi Pariwisata;

b)
Seksi Promosi dan Kerjasama. 

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 9
(1)
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Bina Marga  terdiri dari:

a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

2. Bidang Cipta Karya  terdiri dari:

a) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;

b) Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan. 

3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

a) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air;

b) Seksi Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tata Kota dan Perumahan

Pasal 10 
(1) Susunan organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan terdiri dari:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan.

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. 

2. Bidang Perumahan, terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Perumahan;

b) Seksi Perumahan Formal dan Swadaya. 

3. Bidang Pengawasan dan Perizinan, terdiri dari:

a) Seksi Pengawasan dan Keselamatan Bangunan;

b) Seksi Izin Bangunan dan Reklame.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pasal 11

(1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan;

b) Seksi Perlengkapan. 

2. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari:

a) Seksi Pertamanan;

b) Seksi Pemakaman;

3. Bidang Penerangan Jalan, terdiri dari: 

a) Seksi Perencanaan dan Penataan;

b) Seksi Pemeliharaan.
d.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan


Pasal 12
(1)
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  terdiri dari:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

b.
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1.
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:

a)
Seksi Pembinaan Kelembagaan; 

b)
Seksi Kemitraan dan Permodalan.

2.
Bidang Perindustrian, terdiri dari:
a)
Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAH);
b)
Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).
3.
Bidang Perdagangan, terdiri dari:

a)
Seksi Pendaftaran Perusahaan;

b)
Seksi Pemasaran dan Metrologi.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Pasal 13
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan terdiri dari:

a. 
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.

b. 
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan. 

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang  terdiri dari:

1.
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura  terdiri dari:

a)
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; 

b)
Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Rehabilitasi Tanaman Pangan dan Holtikultura.

2.
Bidang Peternakan, terdiri dari:

a)
Seksi Produksi Ternak;

b)
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

3.
Bidang Agribisnis, terdiri dari:  

a)
Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;

b)
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

4.
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

a) Seksi Kesehatan Hewan;

b) Seksi Kesehatan Masyarakat Vetriner.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 14

(1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

a.
Unsur pimpinan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

b.
Unsur pembantu pimpinan  adalah Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang  terdiri dari:

1.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, terdiri dari:

a)
Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM;

b)
Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kemitraan;

2.
Bidang Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur, terdiri dari:

a)
Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat dan Laut; 

b)
Seksi Infrastruktur Kelautan dan Perikanan.

3.
Bidang Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari:

a)
Seksi Perikanan Tangkap dan Budidaya;

b)
Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Mutu.

4.
Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:

a)
Seksi Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

b)
Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 15
(1)
Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

a.
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

b. 
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang terdiri dari:

1.
Bidang Bina Hutan dan Rehabilitasi Lahan, terdiri dari:

a)
Seksi Reboisasi dan Penghijauan;

b)
Seksi Aneka Usaha Pemasaran dan Iuran Kehutanan.

2.
Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari:

a)
Seksi Pengamanan dan Perlindungan;

b)
Seksi Sarana Pengamanan Hutan.

3.
Bidang Perkebunan, terdiri dari:

a)
Seksi Budidaya dan Produksi Perkebunan; 

b)
Seksi Perlindungan Hama.

d.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 16
(1)
Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

a.
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

b.
Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c.
Unsur pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1.
Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 

a)
Seksi Penelitian dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan; 

b)
Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi;

2.
Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari: 

a)
Seksi Pendataan; 

b)
Seksi Penetapan.

3.
Bidang Penagihan dan Penatausahaan, terdiri dari: 

a)
Seksi Penagihan; 

b)
Seksi Penatausahaan.

d.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 17
(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 18
(1) Dinas Kesehatan  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a.
perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Pasal 19
(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial dan ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan ketenagakerjaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial dan ketenagakerjaan;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan ketenagakerjaan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 20
(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan   Informatika diatur lebihlanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 21
(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

(4) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 22
(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 23 
(1) Dinas Pekerjaan Umum  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Dinas Tata Kota dan Perumahan

Pasal 24 
(1) Dinas Tata Kota dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tata Kota dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Tata Kota dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang penataan ruang dan perumahan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penataan ruang dan perumahan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang dan perumahan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Pasal 25

(1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan Pemakaman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 26
(1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Pasal 27
(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

 Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pasal 28

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 29
(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

b. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan dan perkebunan;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan dan perkebunan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 30
(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 31
(1) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VI
ESELONERING

Pasal 33
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.b;
(6) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB VII
KEPEGAWAIAN 

Pasal 34
Para pejabat di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VIII
PEMBIAYAAN 

Pasal 35
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB  IX

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 2) sepanjang yang mengatur tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.          



PENJELASAN 
ATAS

 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR      TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS-DINAS DAERAH KOTA BIMA

I.
UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan – penataan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi dengan memperhatikan atau mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan Daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi Daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. 

II. 
PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  


Cukup jelas.
Pasal 2  



Cukup jelas.

Pasal 3 

Cukup jelas.

Pasal 4  


Cukup jelas.

Pasal 5  


Cukup jelas.

Pasal 6  


Cukup jelas.

Pasal 7  


Cukup jelas.

Pasal 8  


Cukup jelas.

Pasal 9  


Cukup jelas.

Pasal 10  


Cukup jelas.

Pasal 11  


Cukup jelas.

Pasal 12  


Cukup jelas.

Pasal 13  


Cukup jelas.

Pasal 14  


Cukup jelas.

Pasal 15  


Cukup jelas.

Pasal 16  


Cukup jelas.

Pasal 17  


Cukup jelas.

Pasal 18  


Cukup jelas.

Pasal 19  


Cukup jelas.

Pasal 20  


Cukup jelas.

Pasal 21  


Cukup jelas.

Pasal 22  


Cukup jelas.

Pasal 23  


Cukup jelas.

Pasal 24  


Cukup jelas.

Pasal 25  


Cukup jelas.

Pasal 26  


Cukup jelas.

Pasal 27  


Cukup jelas.

Pasal 28  


Cukup jelas.

Pasal 29  


Cukup jelas.

Pasal 30  


Cukup jelas.

Pasal 31 


Cukup jelas.

Pasal 32  


Cukup jelas.

Pasal 33  


Cukup jelas.

Pasal 34  


Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural maupun fungsional.

Pasal 35  


Cukup jelas.

Pasal 36  


Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 37  


Cukup jelas.

Pasal 38  


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR  ... .

Ditetapkan di Raba-Bima. 


pada tanggal                          2008.


 


WALIKOTA BIMA,











M. NUR  A. LATIF








Diundangkan di Raba-Bima.


pada tanggal                         2008.





SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,





      





MARYONO NASIMAN








LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2008 NOMOR 3.
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